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Abstrak

Penelitian ini membahas hubungan antara kebijakan pendidikan dan dinamika politik di Indonesia,
khususnya pada era reformasi. Topik ini dipilih mengingat perubahan signifikan dalam kebijakan
pendidikan setelah Orde Baru, yang dipengaruhi oleh reformasi politik. Tujuan penelitian ini adalah
untuk menganalisis bagaimana kebijakan pendidikan di Indonesia dipengaruhi oleh politik dan
bagaimana hal tersebut berdampak pada kualitas pendidikan nasional. Pendekatan yang digunakan adalah
deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui studi literatur, termasuk dokumen resmi,
jurnal ilmiah, dan peraturan perundang-undangan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
meskipun terjadi upaya untuk mendemokratisasi pendidikan, pengaruh politik dalam kebijakan
pendidikan masih tetap kuat. Temuan ini penting dalam konteks mengoptimalkan pendidikan yang bebas
dari intervensi politik dan lebih fokus pada peningkatan kualitas dan pemerataan pendidikan di seluruh
Indonesia. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam memahami dinamika hubungan antara

pendidikan dan politik di Indonesia.

Kata Kunci: Dinamika Politik Sistem Pendidikan Indonesia; Kebijakan Pendidikan; Pendidikan
Demokratis; Reformasi Pendidikan.

Abstract

This study explores the relationship between education policy and political dynamics in Indonesia during
the reform era. The significance of this research lies in understanding how political shifts, particularly
post-New Order, have shaped the educational landscape, with a focus on democratizing education and
enhancing its quality. Through a qualitative descriptive approach, the study employs literature review
methodology, analyzing official documents, academic journals, and relevant regulations. The findings
reveal that political reforms have led to significant changes in education policy, fostering a more
democratic and participatory approach. These shifts are critical in transforming Indonesia's educational
system to align with global standards while maintaining national identity. This research contributes to the
understanding of the intersection between politics and education, highlighting the need for continuous
reform to improve the quality of education in Indonesia.
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Pendahuluan

Pendidikan dan politik memiliki hubungan yang erat dan saling memengaruhi
dalam perkembangan negara(Menter et al., 2017). Di Indonesia, dinamika regulasi
pendidikan sangat dipengaruhi oleh perubahan-perubahan politik yang terjadi
sepanjang sejarah, mulai dari Orde Lama, Orde Baru, hingga Era Reformasi. Setiap
perubahan politik membawa dampak besar terhadap kebijakan pendidikan, yang pada
gilirannya memengaruhi kualitas dan arah pendidikan di Indonesia(Winarno, 2007).
Dalam konteks ini, pendidikan bukan hanya sebagai instrumen untuk mentransfer ilmu
pengetahuan, tetapi juga sebagai alat untuk membentuk karakter bangsa dan mencapai
tujuan nasional(Reimers & Chung, 2019).

Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana regulasi pendidikan
di Indonesia telah mengalami perubahan yang signifikan sesuai dengan dinamika politik
dari Orde Lama hingga Era Reformasi. Setiap perubahan rezim politik menghadirkan
tantangan baru bagi sistem pendidikan, mulai dari kebijakan pendidikan yang terpusat
pada masa Orde Baru hingga upaya desentralisasi pendidikan pada Era Reformasi.
Gejala ini mencerminkan hubungan yang kompleks antara kebijakan politik dan
pendidikan, yang sering kali berfokus pada kepentingan politik penguasa, tetapi pada
saat yang sama juga berusaha untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam
menciptakan generasi yang kompeten dan berkarakeer.

Beberapa teori dapat digunakan untuk memahami hubungan antara pendidikan
dan politik dalam konteks Indonesia. Teori sistem politik yang dikemukakan oleh
Easton, (2017) memberikan kerangka untuk menganalisis bagaimana kebijakan
pendidikan dipengaruhi oleh sistem politik yang ada, serta bagaimana keduanya saling
berinteraksi dalam mencapai tujuan nasional. Selain itu, teori biopower yang
dikembangkan oleh Foucault, (1977) dapat menjelaskan bagaimana negara
menggunakan pendidikan untuk mengendalikan dan membentuk kehidupan sosial
warganya, melalui pengaturan yang sistematis terhadap institusi pendidikan. Dalam hal
ini, pendidikan tidak hanya dilihat sebagai upaya untuk mentransfer ilmu, tetapi juga
sebagai alat politik untuk mencapai tujuan negara (Evans, 2017).

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji hubungan antara pendidikan dan
politik di Indonesia, baik dalam konteks perubahan kurikulum, kebijakan pendidikan,
maupun dampaknya terhadap kualitas pendidikan. Yasin et al., (2024) menekankan
pentingnya pendidikan sebagai alat perubahan masyarakat, sementara Bashori, (2018)
berpendapat bahwa pendidikan dan politik tidak dapat dipisahkan, bahkan di negara-
negara maju sckalipun. Penelitian oleh Ananda & Hudaidah, (2021)mengkaji
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perkembangan kurikulum di Indonesia sejak Orde Lama hingga Era Reformasi, dan
Loppies, (2023) memberikan kritik terhadap otoritarianisme dalam kebijakan
pendidikan Orde Baru. Penelitian Aftariansyah et al., (2025) juga menganalisis dampak
kolonialisme terhadap pendidikan Indonesia yang masih terasa dalam kebijakan
pendidikan pasca-kemerdekaan. Selain itu, Muid et al., (2025) menyoroti hubungan
saling memengaruhi antara politik dan pendidikan dalam konteks global yang relevan
dengan Indonesia, di mana kebijakan pendidikan sering mencerminkan agenda politik
penguasa.

Beberapa studi lainnya juga memberikan kontribusi penting dalam memahami
dinamika ini. Muhajirin et al., (2024) mengkritik kebijakan pendidikan pada masa Orde
Baru yang menekankan kontrol negara, sementara Mubarok et al., (2023)mengungkap
dampak kebijakan sentralisasi pada pendidikan. Penelitian oleh Handoyo & Rokhman,
(2025)mengeksplorasi perubahan struktur pendidikan dalam Era Reformasi dan
pengaruh desentralisasi terhadap kualitas pendidikan lokal. Agungetal., (2023) meneliti
dampak kurikulum berbasis kompetensi pada pendidikan, sedangkan Putri,
(2025)menganalisis transformasi kebijakan pendidikan di Era Reformasi yang lebih
menekankan pada demokratisasi pendidikan. Selain itu, penelitian Rozak & Az-
Ziyadah, (2021) dan Khamim et al., (2024) juga menunjukkan bagaimana perubahan
politik dan kebijakan pendidikan berbasis daerah berinteraksi, memberikan pemahaman
lebih dalam tentang tantangan pendidikan di Indonesia dalam konteks politik yang terus
berubah.

Penelitian ini sangat penting dilakukan karena dinamika regulasi pendidikan yang
terkait dengan perubahan politik di Indonesia belum banyak dibahas secara
komprehensif. Setiap era pemerintahan membawa perubahan signifikan dalam sistem
pendidikan, mulai dari Orde Lama yang lebih terpusat, Orde Baru yang mengedepankan
otoritarianisme, hingga Era Reformasi yang menekankan desentralisasi dan otonomi
daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam bagaimana setiap
perubahan politik tersebut memengaruhi kebijakan pendidikan dan kualitas pendidikan
di Indonesia, serta untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif untuk
masa depan pendidikan di Indonesia.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dinamika regulasi
pendidikan di Indonesia dari Orde Lama hingga Era Reformasi, dengan fokus pada
perubahan kebijakan pendidikan yang dipengaruhi oleh perkembangan politik di
masing-masing era. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana setiap rezim

politik telah membentuk sistem pendidikan di Indonesia, serta dampaknya terhadap
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kualitas pendidikan yang ada. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk
memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan pendidikan yang lebih inklusif,
demokratis, dan berkelanjutan, yang mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat di

era globalisasi dan memperkuat karakter bangsa.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menggambarkan dan
menganalisis keterkaitan antara kebijakan pendidikan dan dinamika politik pada era
reformasi di Indonesia. Pendekatan ini sesuai dengan pandangan Purwanza, (2022) yang
menyatakan bahwa penelitian deskriptif bertujuan untuk memahami variabel secara
mendalam tanpa melakukan perbandingan antar variabel. Hal ini juga sejalan dengan
pandangan Pahleviannur et al., (2022), yang meneckankan bahwa penelitian kualitatif
bersifat holistik dan bersumber dari fenomena yang terjadi di lapangan. Teknik
pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur yang mencakup berbagai sumber
seperti dokumen resmi, jurnal ilmiah, dan peraturan perundang-undangan terkait
pendidikan dan politik. Dengan metode ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan
pemahaman mengenai bagaimana reformasi politik pasca-Orde Baru berkontribusi
dalam pembentukan kebijakan pendidikan yang lebih demokratis, partisipatif, dan

berorientasi pada pembentukan warga negara yang cerdas dan berdaya.

Hasil dan Pembahasan
Politik dan Pendidikan dalam Perspektif Umum

Pendidikan dan politik merupakan dua elemen yang saling terkait erat dalam
membentuk struktur sosial dan kebudayaan suatu negara. Sebagai sistem yang mengatur
kehidupan bersama, politik memengaruhi kebijakan pendidikan yang diterapkan oleh
negara, sementara pendidikan berfungsi untuk membentuk pola pikir, karakter, dan
sikap kritis individu yang kemudian berperan dalam kehidupan politik. Menurut
Affandy et al,, (2019)pendidikan memiliki tujuan yang lebih besar daripada sekedar
transfer pengetahuan, yakni sebagai proses pembentukan karakter dan kemampuan
kritis peserta didik. Pendidikan diharapkan mampu membekali individu dengan
pengetahuan serta keterampilan untuk berperan aktif dalam kehidupan sosial, politik,
dan budaya.

Dalam banyak teori pendidikan, hubungan antara politik dan pendidikan sering

kali dilihat melalui dua perspektif yakni  (1)sebagai alat politik untuk memperkuat
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ideologi negara, dan(2)sebagai agen perubahan sosial yang dapat mengkritisi dan
menggugat kebijakan yang ada. Hal ini sejalan dengan pandangan Easton, (2017) yang
menyatakan bahwa politik suatu negara tidak hanya dipengaruhi oleh faktor-faktor
eksternal, seperti geografi atau ekonomi, tetapi juga oleh faktor internal, seperti
kebudayaan dan pendidikan. Pendidikan, menurut Easton, memainkan peran penting
dalam membentuk pola pikir dan nilai-nilai masyarakat yang kemudian berperan dalam
kehidupan politik negara tersebut. Dalam hal ini, kebijakan pendidikan di Indonesia dari
masa ke masa sangat dipengaruhi oleh orientasi politik yang berlaku pada waktu itu,
yang terlihat jelas pada masa Orde Baru, dimana kebijakan pendidikan lebih
menekankan pada kepatuhan terhadap sistem yang ada, dengan sedikit ruang bagi
kebebasan berpikir peserta didik (Hartono, 2016).

Pada masa Orde Baru, kebijakan pendidikan Indonesia sangat terpusat pada
pemerintah pusat, di mana seluruh aspek pendidikan, mulai dari kurikulum hingga
pengelolaan sekolah, dikendalikan oleh pemerintah. Hal ini terlihat dari penerapan
kurikulum yang kaku dan menekankan pada kedisiplinan serta kepatuhan terhadap
negara, dengan sedikit ruang untuk pengembangan berpikir kritis atau kebebasan
berekspresi. Pendidikan, pada masa itu, lebih berfungsi sebagai sarana untuk
mempertahankan status quo politik dan menjaga ketertiban sosial(Addina & Hanif,
2025; Azhari, 2025; Giroux, 2018; Jost et al., 2022; Kundu, 2025; Zohar & Cohen,
2016). Dalam pandangan Foucault, (1977)pendidikan pada masa ini bisa dipandang
sebagai bagian dari "biopower”, yakni bentuk kekuasaan yang mengatur kehidupan
individu dan masyarakat secara luas untuk mempertahankan ideologi politik yang ada.
Dengan demikian, pendidikan di masa Orde Baru tidak hanya berfungsi untuk
mentransfer pengetahuan, tetapi juga untuk membentuk karakter yang patuh terhadap
aturan yang telah ditetapkan oleh negara.

Namun, pasca-reformasi 1998, terjadi perubahan paradigma yang signifikan
dalam hubungan antara politik dan pendidikan di Indonesia. Reformasi politik yang
berlangsung sejak 1998 membuka peluang bagi perubahan kebijakan pendidikan yang
lebih demokratis dan inklusif. Seperti yang dijelaskan oleh Lambelanova & Jaelani,
(2022), kebijakan pendidikan pasca-Orde Baru lebih mengarah pada desentralisasi dan
pemberian kewenangan lebih besar kepada daerah untuk mengelola pendidikan. Hal ini
memberikan kebebasan yang lebih besar bagi masyarakat dan sekolah untuk
berpartisipasi dalam penentuan kebijakan pendidikan yang sesuai dengan karakteristik
lokal dan kebutuhan masyarakat setempat. Dengan demikian, pendidikan di era

reformasi tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk mencetak generasi yang terampil,
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tetapi juga sebagai alat untuk mempersiapkan warga negara yang sadar akan hak dan
kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat dan berpolitik (Dewantara et al., 2019;
Malik, 2018). Pendidikan yang demokratis, seperti yang tercermin dalam kebijakan
"Kurikulum Berbasis Kompetensi” dan "Manajemen Berbasis Sekolah”, membuka ruang
bagi masyarakat untuk ikut berperan dalam proses pendidikan (Hang, 2017; Martin,
2019). Sebagaimana diungkapkan oleh Foucault, (1977), pendidikan bukan hanya soal
transfer pengetahuan, tetapi juga tentang pembentukan karakter dan pengaturan
perilaku sosial yang dapat memperkuat atau melemahkan sistem politik yang ada. Oleh
karena itu, perubahan dalam kebijakan pendidikan di era reformasi ini membawa
kebaruan yang penting, yakni transformasi dari pendidikan yang semula terpusat dan
otoriter menjadi lebih terbuka dan berorientasi pada pluralisme dan partisipasi akeif
masyarakat. Hubungan antara pendidikan dan politik ini adalah proses yang saling
memengaruhi dan berkembang seiring waktu. Perubahan kebijakan pendidikan pasca-
Orde Baru, yang semakin demokratis dan desentralistik, menunjukkan adanya
keterkaitan yang erat antara dinamika politik dan perkembangan pendidikan di
Indonesia. Peran pendidikan dalam membentuk karakter warga negara yang aktif dan
kritis dalam kehidupan politik menjadi semakin penting. Oleh karena itu, pendidikan
harus dilihat tidak hanya sebagai alat untuk mentransfer pengetahuan, tetapi juga
sebagai sarana untuk membentuk individu yang memiliki kesadaran sosial, berpikir
kritis, dan dapat berpartisipasi dalam kehidupan politik (Cladis, 2020; Rieckmann,
2018).
Dinamika Regulasi Pendidikan di Indonesia

Pendidikan di Indonesia telah mengalami berbagai perubahan penting sejak
kemerdekaan, yang dipengaruhi oleh dinamika politik dan sosial-ekonomi pada setiap
periode. Setiap perubahan kebijakan pendidikan ini tidak hanya mencerminkan
orientasi pemerintah pada saat itu, tetapi juga bagaimana pendidikan dipergunakan
sebagai instrumen untuk menciptakan masyarakat yang sesuai dengan ideologi dan
tujuan negara. Dalam konteks ini, kebijakan pendidikan di Indonesia dapat dilihat
sebagai suatu refleksi dari perubahan sistem politik, yang mengarah pada pergeseran
model pendidikan yang lebih terbuka, demokratis, dan berbasis pada kompetensi,
seiring dengan perubahan besar dalam sistem pemerintahan negara.

Pada masa Orde Lama (1945-1965), pendidikan di Indonesia dirancang untuk
memperkuat identitas nasional dan rasa kebangsaan pasca-kemerdekaan. Pada tahun
1947, kurikulum pertama Indonesia, yakni Kurikulum 1947, disusun dengan tujuan

menanamkan rasa nasionalisme pada generasi muda. Kurikulum ini mengutamakan
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pengajaran tentang sejarah perjuangan bangsa, yang bertujuan untuk menumbuhkan
rasa cinta tanah air dan keinginan untuk membangun negara yang baru merdeka.
Pendidikan pada masa ini juga didorong oleh semangat untuk membebaskan diri dari
penjajahan  dan untuk memperkuat fondasi negara Indonesia yang baru
(Akhmadiyanto, 2024). Kebijakan pendidikan ini mencerminkan kebutuhan untuk
menciptakan generasi muda yang memiliki komitmen terhadap kemerdekaan dan
pembangunan negara.

Selanjutnya, pada masa Orde Baru (1966-1998), pendidikan mengalami
perubahan signifikan, yang banyak dipengaruhi oleh sistem pemerintahan yang otoriter.
Pendidikan pada masa ini lebih berorientasi pada pembentukan masyarakat yang patuh
terhadap pemerintah, dengan menggunakan pendidikan sebagai sarana untuk
memperkuat ideologi negara. Salah satu kebijakan penting yang diterapkan pada masa
Orde Baru adalah wajib belajar enam tahun, yang menjadi landasan bagi pemerataan
pendidikan dasar di seluruh Indonesia. Kurikulum pada masa ini juga mengalami
pembaruan, dengan penekanan pada pendidikan moral dan nasionalisme yang
digunakan untuk memperkuat kontrol politik negara (Hidayat et al., 2025).Selain itu,
pada periode ini, sistem pendidikan di Indonesia lebih terpusat, dengan pemerintah
pusat mengontrol secara ketat pelaksanaan pendidikan di seluruh wilayah.Namun, pada
masa reformasi (1998-sekarang), terjadi perubahan besar dalam kebijakan pendidikan
Indonesia. Reformsasi politik yang terjadi membawa dampak langsung pada sektor
pendidikan, yang mulai mengarah pada sistem yang lebih terbuka dan demokratis.
Dalam konteks ini, pendidikan mulai diarahkan pada pembentukan individu yang tidak
hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki keterampilan sosial, kritis, dan
berkarakter. Salah satu kebijakan penting yang diterapkan pada era ini adalah
desentralisasi pendidikan, yang memberi lebih banyak otonomi kepada pemerintah
daerah dan sekolah untuk mengelola pendidikan secara lebih fleksibel sesuai dengan
kebutuhan lokal (Mahdiyah et al., 2025). Perubahan ini tercermin dalam penerapan
Kurikulum 2004 (KTSP) dan Kurikulum 2013 yang mengedepankan pendekatan
berbasis kompetensi dan berbasis karakter.

Pada masa reformasi ini pula, anggaran pendidikan mulai mendapatkan perhatian
serius, dengan pemerintah mengalokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN) untuk sektor pendidikan. Hal ini menunjukkan adanya
komitmen untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia dan memastikan
pemerataan akses pendidikan di seluruh wilayah. Kebijakan ini tidak hanya bertujuan

untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara umum, tetapi juga untuk memperkecil
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kesenjangan pendidikan antara daerah perkotaan dan daerah tertinggal (Khan et al,,
2019). Oleh karena itu, desentralisasi dan alokasi anggaran yang lebih besar ini bertujuan
untuk memberi kesempatan yang lebih luas kepada masyarakat untuk berpartisipasi
dalam dunia pendidikan, sehingga kualitas pendidikan menjadi lebih merata di seluruh
Indonesia.

Seiring dengan perubahan kurikulum dan desentralisasi kebijakan pendidikan,
penting juga untuk melihat peran Pancasila sebagai ideologi negara dalam pendidikan
Indonesia. Nilai-nilai Pancasila yang diajarkan di sekolah-sekolah diharapkan dapat
membentuk karakter siswa yang tidak hanya berkompeten dalam bidang akademik,
tetapi juga memiliki rasa nasionalisme, moralitas, dan tanggung jawab sosial yang tinggi.
Pancasila diharapkan menjadi landasan dalam membangun identitas nasional dan
memperkuat rasa cinta terhadap tanah air (Billah et al., 2023). Namun, pelaksanaan
nilai-nilai ini seringkali dipengaruhi oleh kepentingan politik tertentu, yang dapat
mengarah pada manipulasi pendidikan untuk tujuan tertentu.

Dengan melihat dinamika perubahan kebijakan pendidikan di Indonesia, jelas
bahwa pendidikan di Indonesia tidak hanya dipengaruhi oleh kebutuhan akademik,
tetapi juga oleh pertimbangan politik dan sosial. Setiap perubahan dalam kebijakan
pendidikan mencerminkan perubahan dalam sistem politik dan ideologi negara yang
sedang berlangsung pada waktu tersebut. Sebagai contoh, kebijakan pendidikan yang
terpusat pada masa Orde Baru sangat dipengaruhi oleh kebutuhan untuk memperkuat
kontrol pemerintah, sementara kebijakan desentralisasi pada masa reformasi
mencerminkan semangat untuk memberikan lebih banyak kebebasan dan partisipasi
kepada masyarakat dalam mengelola pendidikan. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan
di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari dinamika politik yang ada pada setiap periode.

Menurut Sain et al, (2024) dan Sukmayadi & Yahya, (2020) memberikan
wawasan penting mengenai bagaimana pendidikan di Indonesia terus berkembang,
mencerminkan interaksi antara kebijakan politik dan pendidikan. Pembaruan
pendidikan pada masa reformasi, termasuk desentralisasi, peningkatan anggaran
pendidikan, serta perubahan kurikulum, menunjukkan bagaimana kebijakan

pendidikan di Indonesia bertransformasi sesuai dengan dinamika politik yang terjadi.

Refleksi Wacana Pemisahan Politik dan Pendidikan

Hubungan antara politik dan pendidikan selalu menjadi topik yang kontroversial,
terlebih dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia. Di satu sisi, pendidikan
dilihat sebagai instrumen penting untuk membentuk karakter dan menciptakan generasi

yang mampu mendukung pembangunan nasional. Namun, di sisi lain, banyak pihak
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yang menganggap bahwa politik seharusnya tidak terlibat dalam proses pendidikan,
karena pendidikan seharusnya menjadi ruang yang bebas dari pengaruh kepentingan
politik tertentu. Pemisahan antara pendidikan dan politik ini menjadi isu yang
berkembang dalam wacana pendidikan, terutama di negara-negara yang pernah
mengalami otoritarianisme seperti Indonesia pada masa Orde Baru.

Sejak awal abad ke-20, sejumlah ahli pendidikan dan politik di dunia mulai
membahas pentingnya memisahkan pendidikan dari pengaruh politik. Salah satu
pandangan penting yang muncul adalah dari Fatkhuri, (2019) yang menyatakan bahwa
pendidikan seharusnya bebas dari tekanan politik yang dapat merusak kualitas dan
otonomi sistem pendidikan. Eliot berpendapat bahwa penggunaan patronase dalam
pengangkatan staf atau pengambilan keputusan dalam sistem pendidikan sering kali
didorong oleh kepentingan politik, bukan berdasarkan pertimbangan kualitas
pendidikan yang terbaik. Pandangan ini menjadi salah satu dasar dari gerakan yang
menginginkan pemisahan antara pendidikan dan politik, yang bertujuan untuk menjaga
agar pendidikan tetap bersih dari pengaruh-pengaruh eksternal yang merugikan
(Tompkins-Stange, 2020; Verger et al., 2016).Dalam konteks Indonesia, pemisahan
politik dan pendidikan telah menjadi masalah yang sangat relevan, terutama setelah
berakhirnya Orde Baru. Selama masa tersebut, pendidikan di Indonesia sangat
dipengaruhi oleh kepentingan politik pemerintah yang otoriter. Sebagai contoh,
kurikulum pendidikan pada masa itu cenderung berorientasi pada pembentukan warga
negara yang patuh terhadap negara dan pemerintah, dengan tujuan untuk menjaga
kestabilan politik negara. Pendidikan moral dan kewarganegaraan yang diterapkan pada
saat itu sering kali digunakan sebagai sarana untuk menguatkan ideologi politik tertentu,
yang tidak jarang mengorbankan kebebasan berpikir siswa dan mendominasi pandangan
politik mereka (Zhang & Fagan, 2016).

Setelah masa reformasi, kebijakan pendidikan Indonesia mulai berorientasi pada
kebebasan dan demokratisasi, dengan salah satu tujuan utamanya adalah mengurangi
intervensi politik dalam sistem pendidikan. Meskipun demikian, di tingkat praktis,
pemisahan politik dan pendidikan masih menghadapi berbagai tantangan. Birokrasi
pendidikan yang kompleks sering kali menjadi tempat bagi para politisi untuk
melakukan intervensi. Di beberapa daerah, pelaksanaan kebijakan pendidikan masih
dipengaruhi oleh politik lokal, baik dalam hal pengangkatan pejabat pendidikan
maupun alokasi anggaran untuk sektor pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa ada
upaya untuk memisahkan politik dan pendidikan, kenyataannya tidak mudah untuk

mewujudkan pemisahan tersebut secara sempurna (Vlieghe & Zamojski,
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2020).Pancasila, sebagai ideologi negara, juga memainkan peran penting dalam wacana
pemisahan antara pendidikan dan politik di Indonesia. Nilai-nilai Pancasila yang
diajarkan di sekolah-sekolah tidak hanya berfungsi untuk membentuk karakter dan
moral generasi muda, tetapi juga sering kali digunakan untuk memperkuat identitas
nasional yang sesuai dengan ideologi negara. Sebagai contoh, pendidikan
kewarganegaraan dan pendidikan Pancasila tidak jarang digunakan untuk memperkuat
loyalitas terhadap negara dan pemerintah. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang
sejauh mana pendidikan dapat dianggap netral dan bebas dari pengaruh politik,
khususnya ketika nilai-nilai ideologi negara menjadi bagian integral dari kurikulum
pendidikan (Li, 2026; Vincent, 2023).Di sisi lain, meskipun ada argumen kuat yang
mendukung pemisahan antara politik dan pendidikan, beberapa ahli berpendapat
bahwa pendidikan dan politik sebenarnya tidak bisa dipisahkan begitu saja. Easton,
(2017) dalam teorinya mengenai sistem politik menyatakan bahwa pendidikan
merupakan salah satu elemen penting dalam membentuk struktur politik negara. Dalam
hal ini, pendidikan tidak hanya berfungsi untuk mentransfer pengetahuan, tetapi juga
untuk membentuk karakter politik warga negara yang aktif dan bertanggung jawab.
Oleh karena itu, meskipun diinginkan untuk menjaga otonomi pendidikan, keberadaan
politik dalam pendidikan tidak dapat dihindari sepenuhnya, karena pendidikan itu
sendiri merupakan sarana untuk membentuk masyarakat yang berperan dalam sistem
politik (Oshana, 2016).

Dengan demikian, wacana pemisahan politik dan pendidikan di Indonesia masih
menjadi isu yang kompleks dan perlu dikaji lebih mendalam. Meskipun telah ada upaya
untuk mengurangi pengaruh politik dalam pendidikan, praktik di lapangan
menunjukkan bahwa pendidikan dan politik tetap saling berinteraksi dan tidak mudah
untuk dipisahkan. Pendidikan di Indonesia terus berkembang seiring dengan perubahan
politik dan sosial-ekonomi, dan kebijakan pendidikan yang ada harus mampu merespon
dinamika tersebut tanpa terjebak dalam kepentingan politik sempit yang justru dapat

merugikan masa depan bangsa.

Kesimpulan

Hubungan antara pendidikan dan politik di Indonesia sangat erat dan saling
memengaruhi. Meskipun idealnya keduanya dipisahkan, pendidikan nasional nyatanya
selalu terikat pada pengaruh politik, baik pada tingkat kebijakan maupun pelaksanaan
di lapangan. Sejarah menunjukkan peran ini, misalnya di masa Orde Baru, pendidikan

dimanfaatkan sebagai instrumen untuk memperkuat kekuasaan politik yang otoriter.
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Sementara itu, di Era Reformasi, meskipun terdapat dorongan demokratisasi, intervensi
politik dalam kebijakan pendidikan tetap berlangsung. Kenyataan ini tampak jelas dari
banyaknya regulasi sistem pendidikan yang sering dibentuk berdasarkan dinamika dan
kepentingan pemerintah. Dengan demikian, meskipun misi utama pendidikan adalah
mencetak generasi yang cerdas dan mandiri, politik memiliki peran signifikan dalam
menentukan arah dan pembentukan kebijakan nasional. Oleh karena itu, penting
adanya upaya berkelanjutan guna mempertahankan kesetimbangan antara kebebasan
pendidikan dan pengaruh politik, sehingga pendidikan dapat berfungsi maksimal dalam
pengembangan karakter dan sumber daya manusia tanpa menjadi sasaran agenda politik

yang terbatas.
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